KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

penyelenggaraan pemilu yang berintegritas,
profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, perlu dilakukan penanganan benturan
kepentingan secara sistematis dan berkelanjutan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman;

bahwa untuk memastikan pencegahan, identifikasi,
dan penanganan benturan kepentingan dilaksanakan
secara efektif, objektif, dan akuntabel, diperlukan
pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026.
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Mengingat

.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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3.

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi Nomor 5 Tahun2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90
Tahun 2021tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

il

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor444);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
323 /HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026.
Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Ketua; dan
c. Anggota.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman,
serta mekanisme pencegahan dan penanganan
benturan kepentingan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

b. melakukan identifikasi, pemantauan, dan analisis
potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan
tugas dan kewenangan;

c. menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan

atau pengaduan terkait dugaan benturan
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.

kepentingan sesuai ketentuan;

d. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil
penanganan  benturan  kepentingan kepada
pimpinan;

e. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi nilai
integritas serta pencegahan benturan kepentingan
kepada seluruh pegawai;

f. melakukan dokumentasi dan pelaporan
pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
secara berkala; dan

g Dbertanggung jawab kepada pimpinan atas
pelaksanaan tugas Tim sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya

EN PADANG PARIAMAN
Baxian Teknis dan Hukum

-
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 11TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

BENTURAN KEPENTINGAN
LINGKUNGAN KOMISI
UMUM KABUPATEN
PARIAMAN TAHUN 2026

PENANGANAN
DI
PEMILIHAN

PADANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No. Nama Jabatan Kedudukan
dalam Tim

1 2 3 4

1 Zainal Abidin Ketua Komisi Pemilihan Umum | Pengarah
Kabupaten Padang Pariaman

2 Doni Eka Putra Anggota Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Padang
Pariaman

3 Roza Mendes Anggota Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Padang
Pariaman

4 Sutan Syarif Hidayat Anggota Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Padang
Pariaman

5 Winda Arianti Anggota Komisi Pemilihan Pengarah
Umum Kabupaten Padang
Pariaman

6 Tres Natalia Situmorang Sekretaris Komisi Pemilihan Ketua
Umum Kabupaten Padang
Pariaman

7 Sulas Sri Netti Kepala Sub Bagian Teknis Anggota
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

8 Junaidi Fungsional Penata Kelola Anggota
Pemilu

9 Gustamar Kepala Sub Bagian Partisipasi Anggota

Hubungan Masyarakat dan
SDM
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No. Nama Jabatan Keduduk.an
dalam Tim
1 2 3 4

10 | Akhirulsyah

Kepala Sub Bagian Keuangan, | Anggota
Umum, dan Logistik

11 | Dedi Triralmaidi

Kepala Sub Bagian Anggota
Perencanaan, Data, dan

Informasi

linan sesuai

.“.i:i 3 1.‘

dengan yang aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM
ADANG PARIAMAN
Teknis dan Hukum

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN
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